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BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah
menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dengan
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan,
maka perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang; '

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang
pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk
keduakalinya t dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang

Milik Daerah;
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

13.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
2010 Nomor 14).

14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun 2010 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten
yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang ;

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah
Kabupaten = Aceh Tamiang dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang.

S. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

6. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran /
pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.

7. Kebijakan Akuntansi adalah Kebijakan yang ditetapkan dengan
tujuan mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan
Pemerintah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan

keuangan terhadap anggaran dan antar periodf._/Q t — #}



Pasal 2

(1) Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah
Kabupaten dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan,
wajib berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang.

(2) Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati ini,
Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Akuntasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 4 AGustus 2014 M
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